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BAB III 

OBJEK PENELITIAN 

 

3.1 Sejarah Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan merupakan unsur pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah diatur dalam 

Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan. Yang 

bertempat di Jalan RE Martadinata No.78 Kuningan Kode Pos : 45513 Telp/Fax : 

(0232)- 871643 e-Mail : Info@inspektorat.kuningankab.go.id.  

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan 

yang efisien dan efektif, terwujudnya penataan kelembagaan berdasarkan 

pembagian tugas yang jelas dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, 

pengelolaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat secara 

terkendali dan bertanggung jawab. 

Selain hal tersebut adanya pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten 

Kuningan dimaksud agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan 

rencana program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan. 

 

mailto:Info@inspektorat.kuningankab.go.id
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65 
 

 

3.2 Visi Dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 

Visi:  

"MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL 

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 

DAERAH YANG BAIK TAHUN 2018 " 

Misi:  

1. Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan internal secara 

professional 

2. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasa Internal Pemerintah 

(APIP) 

 

3.3 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten 

Kuningan 

Kedudukan Dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten 

Kuningan 

1. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah. 

2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. 
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3. Dalam melaksanakan tugasnya, Inpektur bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

 

 

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 

➢ Inspektur  

1. Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan   yang   

menjadi   kewenangan   daerah   dan tugas pembantuan oleh perangkat 

daerah serta pemerintahan desa. 

2. Dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. Pelaksanaan  pengawasan  internal  terhadap  kinerja dan     

keuangan melalui audit, review,  evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya; 

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

Bupati; 

d. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; 

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan; 

f. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 
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h. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

3. Untuk menyelenggarakan fungsi Inspektur mempunyai uraian tugas : 

a. Merumuskan  dan menetapkan kebijakan teknis di bidang 

pengawasan sesuai dengan kewenangannya; 

b. Menetapkan ruang lingkup pengawasan yang meliputi 

pengawasan administrasi umum pemerintahan, pengawasan 

urusan pemerintahan, dan pengawasan insidental; 

c. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas 

Inspektorat; 

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan baik internal 

maupun eksternal; 

e. Menyusun norma dan kode etik pengawasan; 

f. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan 

kewenangannya; 

g. Menyusun dan menetapkan anggaran pengawasan; 

h.  Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat; 

i. Melaksanakan pembinaan  di bidang pengawasan pemerintahan          

dan aparatur, pengawasan pengembangan perekonomian dan 

pembangunan, pengawasan kesejahteraan sosial serta pengawasan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah; 



68 
 

 

j. Menyelenggarakan  konsultasi pengawasan urusan pemerintahan di 

daerah; 

k. Mengelola dan menangani pengaduan masyarakat; 

l. Memberikan saran dan  pertimbangan teknis kepada Bupati dalam 

pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya; 

m. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

Bupati; 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Bupati. 

 

➢ Sekretariat 

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu inspektur dalam 

melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, 

keuangan, dan kepegawaian, penyusunan perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan serta pengoordinasian  dan pengendalian  pelaksanaan  tugas 

unit organisasi di lingkungan Inspektorat. 

2. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :  

a. Pengelolaan  dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan 

kepegawaian; 

b.  Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di 

lingkungan Inspektorat; 

c. Penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan hasil 

pengawasan inspektorat; 
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d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan 

Inspektorat; 

e. Pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur 

3. Untuk menyelenggarakan fungsi Sekretariat mempunyai uraian tugas : 

a. Menyusun rencana program kerja Sekretariat; 

b. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi 

umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan 

kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat; 

c. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi 

keuangan di lingkungan Inspektorat; 

d. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi 

kepegawaian sesuai dengan kewenangan dinas; 

e. Mengoordinasikan penyusunan program, anggaran serta pelaporan 

kegiatan Inspektorat; 

f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di 

lingkungan Inspektorat; 

g. Mengoordinasikan dan mengelola pengaduan dan pelayanan 

informasi; 

h. Melaksanakan koordinasi dengan   instansi   lainnya dalam rangka 

pelaksanaan tugas; 

i. Memberikan  saran dan  pertimbangan kepada Inspektur dalam    

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dinas; 
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j. Membuat dan menyampaikan  laporan   pelaksanaan tugas kepada 

Inspektur; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Inspektur.  

4. Sekretariatan membawahkan :  

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, 

perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian di lingkungan 

Inspektorat. Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : 

a. Pengelolaan dan  pelayanan  administrasi ketatausahaan dan 

kearsipan Inspektorat; 

b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan 

kerumahtanggaan Inspektorat; 

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian 

Inspektorat; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris. 

Sub  Bagian  Umum  mempunyai  uraian tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum; 

b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi 

ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, 

ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;  

c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi 

perlengkapan dan rumah tangga  yang meliputi pencatatan dan 
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pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan 

pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan 

kebutuhan rumah tangga di lingkungan Inspektorat; 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, 

ketertiban  dan   keindahan   lingkungan Inspektorat ; 

e. Menghimpun   dan   mengelola   data   kepegawaian   di 

lingkungan Inspektorat; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai di 

lingkungan Inspektorat; 

g. Mengelola   dan   memberikan   pelayanan   administrasi 

kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan   

pangkat,   kenaikan   gaji   berkala, pensiun, serta pelayanan 

izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan 

Inspektorat; 

h. Memberikan pelayanan kesejahteraan  pegawai  yang meliputi 

pengurusan askes, korpri dan pembuatan karis/karsu; 

i. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan disiplin 

pegawai di lingkungan Inspektorat; 

j. Mengoordinasikan penyusunan Standar Kinerja Pegawai   

(SKP) serta penilaian angka kredit bagi pegawai fungsional di 

lingkungan Inspektorat; 

k. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah 

kepegawaian di lingkungan Inspektorat; 
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l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan 

dalam pelaksanaan tugas; 

m. Membuat  dan menyampaikan  laporan  pelaksanaan tugas 

kepada atasan; 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan 

Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub  Bagian  Keuangan 

mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana  anggaran Inspektorat; 

b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan 

Inspektorat; 

c. Penyiapa bahan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

Untuk menyelenggarakan fungsi Sub Bagian Keuangan mempunyai 

uraian tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; 

b. Menyiapkan   bahan   penyusunan   rencana   anggaran 

Inspektorat; 

c. Mengelola dan memberikan pelayanan  administrasi keuangan  

yang  meliputi  pembayaran  gaji  dan tunjangan pegawai, 
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penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan 

administrasi keuangan lainnya; 

d. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran 

uang untuk keperluan Inspektorat sesuai dengan peraturan 

yang berlaku; 

e. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan 

Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

f. Mengoordinasikan  pelaksanaan tugas satuan pemegang kas di 

lingkungan Inspektorat; 

g. Menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban 

keuangan Inspektorat; 

h. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di 

lingkungan Inspektorat; 

i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan 

dalam pelaksanaan tugas; 

j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 

kepada atasan;  

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

6. Sub  Bagian    Perencanaan,    Evaluasi    dan    Pelaporan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang pengawasan. Dalam melaksanakan     
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tugas pokok Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan    penyusunan rencana  strategis Inspektorat; 

b. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di 

lingkungan Inspektorat; 

c. Penyusunan bahan perencanaan teknik kegiatan pengawasan; 

d. Penyiapan   bahan  evaluasi   dan   pelaporan   kegiatan 

Inspektorat;  

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Untuk menyelenggarakan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan mempunyai uraian tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan  rencana strategis Inspektorat 

sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD); 

c. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan    

program kerja pengawasan tahunan Inspektorat;  

d. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan; 

e. Melaksanakan  fasilitasi   dan   evaluasi   tindak   lanjut hasil 

pengawasan;  

f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan 

statistik sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat;  
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g. Menyiapkan Peraturan Perundang-Undangan; 

h. Menyiapkan Dokumentasi dan Pengolahan Data Pengawasan; 

i. Melaksanakan   Inventarisasi  Hasil Pengawasan   dan Tindak 

Lanjut Hasil Pengawasan; 

j. Melaksanakan Pengadministrasian Hasil Pengawasan; 

k. Mengevaluasi Hasil Pengawasan; 

l. Melaksanakan Penatausahaan Proses Penanganan Pengaduan; 

m. Menyiapkan bahan dan menyusun pelaporan kegiatan serta 

laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat; 

n. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  teknis  kepada atasan 

dalam pelaksanaan tugas; 

o. Membuat   dan   menyampaikan   laporan   pelaksanaan tugas 

kepada atasan; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

➢ Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur 

1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur 

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pembinaan  

penyelenggaraan  urusan  bidang pemerintahan  dan  aparatur,  

pelaksanaan  pengawasan dan   pembinaan   atas   penyelenggaraan   

pemerintahan desa. Dalam    melaksanakan    tugas    pokok   

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, 

mempunyai fungsi: 
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a. Perencanaan  pengawasan  bidang  pemerintahan  dan 

Aparatur; 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap Perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemerintahan  dan  

aparatur  melalui pemeriksaan/audit, review, evaluasi 

pemantauan/monitoring    dan    pengukuran    capaian 

kinerja; 

c. Pengevaluasian   dan   pelaporan   pelaksanaan   tugas 

pengawasan bidang pemerintahan dan Aparatur. 

2. Untuk menyelenggarakan fungsi Inspektur Pembantu Bidang 

Pemerintahan dan Aparatur mempunyai uraian tugas : 

a. Menyusun  rencana  kegiatan  pengawasan  di  Bidang 

Pemerintahan dan Aparatur; 

b. Melaksanakan  pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan 

tugas pemerintah daerah bidang pemerintahan dan aparatur. 

c. Melaksanakan   penanganan   pengaduan   masyarakat bidang 

Pemerintahan dan Aparatur; 

d. Melaksanakan  penyelenggaraan konsultasi pengawasan bidang 

Pemerintahan dan Aparatur; 

e. Mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah bidang 

pemerintahan dan aparatur; 

f. Menyampaikan   laporan   hasil   pelaksanaan   tugas kepada 

Pimpinan;  
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g. Memberi informasi dan saran kepada Pimpinan; 

h. Melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan oleh 

Pimpinan. 

➢ Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan 

pembangunan 

1. Inspektur  Pembantu  Bidang Perekonomian dan Pembangunan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan  terhadap  

penyelenggaraan  pemerintah daerah di bidang perekonomian dan 

pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur Pembantu 

Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan kegiatan pengawasan di  bidang perekonomian dan 

pembangunan; 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah       

yang       melaksanakan      urusan       bidang Perkonomian dan 

Pembangunan melalui pemeriksaan/audit, review, evaluasi, 

pemantauan dan pengukuran capaian kinerja; 

c. Pengevaluasian   dan   pelaporan   pelaksanaan   tugas 

pengawasan bidang perekonomian dan pembangunan. 

2. Untuk menyelenggarakan fungsi Inspektur Pembantu Bidang 

Perekonomian dan Pembangunan,  mempunyai uraian tugas : 

a. Menyusun  rencana  kegiatan  pengawasan  di  bidang 

Perekonomian dan pembangunan; 
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b. Melaksanakan  pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintah daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan 

c. Melaksanakan  penanganan  pengaduan  masyarakat bidang 

Perekonomian dan Pembangunan; 

d. Melaksanakan penyelenggaraan konsultasi pengawasan bidang 

Perekonomian dan Pembangunan; 

e. Melaksanakan  pengujian  dan  penilaian  atas  laporan Perangkat 

daerah yang melaksanakan urusan   bidang Perekonomian dan 

Pembangunan ; 

f. Menyampaikan laporan  hasil   pelaksanaan   tugas pengawasan 

kepada Pimpinan; 

g. Memberikan informasi dan saran kepada Pimpinan; 

h.  Melaksanakan  tugas lain     yang     diberikan     oleh Pimpinan. 

➢ Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial 

1. Inspektur    Pembantu    Bidang    Kesejahteraan    Sosial mempunyai 

tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial. Dalam    

melaksanakan  tugas pokok Inspektur Pembantu Bidang Kesejateraan 

Sosial, mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan kegiatan  pengawasan di bidang kesejahteraan 

sosial; 

b.  Pelaksanaan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah       

yang  melaksanakan urusan bidang kesejahteraan  sosial  melalui  
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pemeriksaan/audit, review, evaluasi, pemantauan/monitoring dan 

pengukuran capaian kinerja; 

c. Pengevaluasian dan pelaporan   pelaksanaan   tugas pengawasan 

bidang  kesejahteraan sosial. 

2. Untuk menyelenggarakan fungsi, Inspektur Pembantu Bidang 

Kesejahteraan Sosial,  mempunyai uraian tugas : 

a. Menyusun  rencana  kegiatan  di  Bidang  Kesejateraan Sosial; 

b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang kesejateraan sosial. 

c. Melaksanakan   penanganan   pengaduan   masyarakat bidang 

kesejahtraan sosial; 

d. Melaksanakan  penyelenggaraan konsultasi pengawasan bidang 

kesejahtraan sosial; 

e. Melaksanakan  pengujian  dan  penilaian  atas  laporan perangkat 

daerah yang melaksanakan  urusan bidang kesejahteraan social; 

f. Menyampaikan  laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan 

kepada Pimpinan; 

g. Memberikan informasi dan saran kepada Pimpinan; 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

➢ Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah 

1. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah mempunyai 

tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah. Dalam    
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melaksanakan    tugas    pokok Inspektur Pembantu Bidang Keuangan 

dan Aset Daerah, mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan kegiatan  pengawasan  di bidang Keuangan dan aset 

daerah; 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap perangkat daerah 

yang melaksanakan urusan bidang keuangan dan aset daerah 

melalui pemeriksaan/audit, review, evaluasi, 

pemantauan/monitoring dan pengukuran capaian kinerja; 

c. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan   tugas pengawasan 

bidang keuangan dan aset daerah. 

2. Untuk menyelenggarakan fungsi Inspektur Pembantu Bidang Keuangan 

dan Aset Daerah,  mempunyai uraian tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan di Bidang Keuangan dan Aset 

Daerah; 

b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah. 

c. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat bidang 

Keuangan dan Aset Daerah; 

d. Melaksanakan  penyelenggaraan  konsultasi pengawasan bidang 

Keuangan dan Aset Daerah; 

e. Melaksanakan  pengujian  dan penilaian  atas  laporan perangkat 

daerah yang melaksanakan urusan bidang Keuangan dan aset 

daerah; 
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f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan 

kepada Pimpinan; 

g. Memberikan informasi dan saran kepada Pimpinan; 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

➢ Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1)  

huruf g terdiri atas tenaga fungsional Auditor, Pejabat Pengawas 

Urusan Pemerintaan Daerah (P2UPD), Auditor Kepegawaian yang 

terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Kelompok    Jabatan    Fungsional    mempunyai    tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban 

kerja. 

4. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pengawasan   

bertanggung jawab kepada Inspektur melalui inspektur pembantu. 

5. Jenis dan Jenjang  Tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

6. Pengelolaan tenaga fungsional di inspektorat ditetapkan dengan 

Keputusan Inspektur. 

7. Pengendali   Mutu   mempunyai   wewenang   dan   tanggung jawab: 

a. Menerima   rencana   kerja   kegiatan   pengawasan   dari 

Pejabat Struktural; 
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b. Menerima  Surat  penugasan/perintah  dari  pejabat 

struktural/Inspektur; 

c. Membahas penugasan yang diterima dengan Tim; 

d. Membuat anggaran waktu audit; 

e. Mengarahkan audit; 

f. Mereview dan menyetujui audit program; 

g. Mengkomunikasikan  audit  program  dengan  Pengendali Teknis 

dan Ketua Tim; 

h. Mengkonsultasikan  dengan  pemberi  tugas  tentang  hal- hal 

yang menyangkut masalah audit; 

i. Melakukan suvervisi terhadap pelaksanaan tugas audit; 

j. Menetapkan perubahan, penyesuaian terhadap audit program 

k. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas audit; 

l. Menandatangani laporan hasil audit; 

m. Menilai kinerja Pengendali Tehnis dan Ketua Tim; 

n. Membahas hasil audit dengan auditan. 

8. Pengendali   Teknis   mempunyai   wewenang   dan   tanggung jawab: 

a. Membantu Pengendali Mutu mempelajaridan membicarakan 

penugasan audit; 

b. Membantu  Pengendali  Mutu  membuat  anggaran  waktu audit  

c. Mengawasi pelaksanaan audit; 

d. Mereview audit program; 
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e. Membantu Pengendali Mutu mengkomunikasikan audit program 

kepada Ketua Tim dan Anggota Tim; 

f. Membantu Pengendali Mutu menyelenggarakan 

konsultasi/diskusi  dengan  pemberi  tugas,  Ketua  Tim dan 

Anggota Tim; 

g. Mengejukan usul revisi audit program; 

h. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan audit; 

i. Melakukan review atas realisasi pelaksanaan penugasan audit 

dengan audit program yang dilakukan Ketua Tim dan Anggita 

Tim; 

j. Melakukan review terhadap kertas kerja audit; 

k. Melakukan reiview terhadap konsep laporan hasil audit; l.     

Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim; m.  

Membantu  Pengendali  Mutu  dalam  pembahasan  hasil audit 

dengan auditan. 

9. Ketua Tim mempunyai wewenang dan tanggung jawab : 

a. Melaksanakan audit sesuai dengan penugasannya; 

b. Mengumpulkan  dan  menganalisis  data  dan  menyusun audit    

program    dengan    Pengendali   Mutu/Pengendali Teknis; 

c. Membantu     Pengendali     Mutu/     Pengendali     Teknis 

mengkomunikasikan audit program kepada anggota Tim; 

Mengsupervisi anggota Tim; 
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d. Membantu Pengendali Mutu/Pengendali teknis 

menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan pemberi tugas dan 

intern Tim; 

e. Melakukan audit sesuai dengan audit program dan membuat 

kertas kerja auditnya; 

f. Melakukan review atas realisasi audit dengan audit programnya 

yang dilakukan oleh anggota tim; 

g. Melakukan  review  atas  kertas  kerja  audit  yang  dibuat 

anggota Tim; 

h. Membuat    evaluasi    mingguan    terhadap    pelaksanaan tugas 

audit; 

i. Menyusun kesimpulan atas hasil audit; 

j. Menyusun konsep laporan hasil audit; 

k. Melakukan evaluasi atas kinerja anggota Tim; 

l. Membantu  Pengendali  Teknis  dalam  pembahsan  hasil audit 

dengan auditan. 

10. Anggota Tim mempunyai wewenang dan tanggung jawab ; 

a. Mempelajari audit program; 

b. Menerima dan membahas penugasan dari Ketua Tim; 

c. Melaksanakan audit dengan audit program; 

d. Membuat kertas kerja audit; 

e. Membuat kesimpulan hasil audit; 

f. Membantu  Ketua  Tim  menyusun  konsep  laporan  hasil audit; 
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g. Membantu  Ketua  Tim  dalam  pembahasan  hasil  audit 

dengan auditan. 

➢ TATA KERJA  

1. Dalam     melaksanakan     tugas,     seluruh     pegawai     di 

lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun 

dengan lingkungan eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-

masing. 

2. Pimpinan setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat 

berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta 

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya 

masing-masing. 

3. Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat wajib mengikuti 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing- masing serta 

menyampaikan laporan secara berkala. 

 

➢ KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Pembagian    perangkat    daerah    yang    menjadi    wilayah 

garapan Inspektur Pembantu, diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Inspektur. 

2. Pada masing-masing Inspektur Pembantu   terdapat fungsi 

pengelolaan data dan ketatausahaan di lingkup tugasnya. 
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➢ KETENTUAN PERALIHAN 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini Pejabat Struktural yang 

ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakan 

penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini Pelaksanaan tugas dan fungsi 

dari Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini 

dilaksanakan pada bulan Januari 2017. 

 

3.5 Program Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

a. Penyediaan komunikasi sumberdaya air dan listrik  

b. Penyediaan jasa kebersihan kantor  

c. Penyediaan alat tulis kantor  (ATK) 

d. Penyediaan barang percetakan dan penggandaan  

e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

g. Penyediaan makanan dan minuman 

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

i. Penyediaan jasa pengamanan kantor  

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
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d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan  

a. Penyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Laporan Keuangan 

4. Program peningkatan informasi pembangunan  

a. Pameran Pembangunan Tahunan 

5. Program Peningkatan Kapabilitas APIP  

a. Pendidikan dan Latihan JFA/JFP2UPDPenilaian Angka 

KreditPendidikan SDM APIP untuk Mengikuti Diklat Substantif 

Bidang Pengawasan 

b. Penyusunan Pedoman dan Standar Pengawasan 

c. Peningkatan Kapasitas SDM APIP. 

d. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan 

Kebijakan Pengawasan 

e. Self Assesment 

6. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  

a. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja dan Terfokus 

b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 

c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

d. Reviu rencana dan anggaran SKPD dan PPKD 

e. Reviu Renstra dan Renja SKPD 
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7. Program Pembinaan Obyek Pengawasan 

a. Pengkajian dan Penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) 

b. Peningkatan Kinerja Obyek Pengawasan 

c. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 

(LHKASN) 

d. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN) 

e. Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian 

8. Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan  

a. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan 

b. Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 

c. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

d. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 

e. Monitoring TEPRA 

9. Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah  

a. Evaluasi LAKIP SKPD 

b. Reviu LAKIP Pemda 
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3.6 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 

Susunan Organisasi   Inspektorat Kabupaten Kuningan terdiri dari :  

a. Inspektur  

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Umum; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

c. Inspektur     Pembantu     Bidang     Pemerintahan     dan Aparatur; 

d. Inspektur     Pembantu     Bidang     Perkonomian     dan Pembangunan; 

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial; 

f. Inspektur   Pembantu   Bidang   Keuangan   dan   Aset Daerah; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 

Sumber Data : Inspektorat Daerah Tahun 2020 
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3.7 Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 

3.7.1 Daftar Nama Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 

Berikut adalah nama-nama pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten 

Kuningan dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

Tabel 3.1 

Daftar Nama Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 
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3.7.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan 

Keadaan pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.2 

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan 

 

No. Uraian Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 

1. Inspektur -  

2. Sekretaris 1  

3. Inspektur Pembantu Bidang 2  

4. Kepala Sub Bagian 3  

5. Pejabat Fungsional Umum 11  

6. Pejabat Fungsional P2UPD 14  

7. Pejabat Fungsional Auditor 22  

Jumlah 53  

Sumber : Data Sub Bagian Umum, 2020 

Berdasarkan data di atas keadaan pegawai berdasarkan jabatan di 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan Pejabat Fungsional Auditor jumlahnya 

lebih banyak daripada pejabat-pejabat yang lainnya. 
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3.7.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal 

Keadaan pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kuninga berdasarkan 

pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.3 

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal 

 
 

No. 

 

Uraian 

Tingkat Pendidikan  

Jml 

 

Ket. S2 S1 D.3 SLT

A 

SLTP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Inspektur - - - - - -  

2. Sekretaris dan Irban 2 1 - - - 3  

3. Kepala Sub Bagian 1 2 - - - 3  

4. Fungsional Umum - 5 - 6 - 11  

5. Pejabat Fungsional 

P2UPD 

2 12 - - - 14  

6. Pejabat Fungsional 

Auditor 

5 16 - 1 - 22  

Jml 10 36 - 7 - 53 

Sumber : Data Sub Bagian Umum, 2020 

Dari data di atas menunjukan bahwa data pegawai Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kuningan berdasarkan pendidikan formal yakni sebagian besar 

S1dengan jumlah 36 orang dan tidak ada yang berpendidikan SLTP. 
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3.7.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan 

Keadaan pegawai berdasarkan golongan di Inspektorat Daerah 

Kuningan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.4 

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan 

 

No. 

 

Uraian 

Golongan  

Jumla

h 

 

Ket. 
I

V 

II

I 

II I 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1. Inspektur - - - - -  

2. Sekretaris dan Irban 3 - - - 3  

3. Kepala Sub Bagian - 3 - - 3  

4. Fungsional Umum - 4 7 - 1

1 

 

5. Pejabat Fungsional P2UPD 7 7 - - 1

4 

 

6. Pejabat Fungsional Auditor - 22 - - 2

2 

 

Jml 1

0 

36 7 - 5

3 

 

Sumber : Data Sub Bagian Umum, 2020 

Dari data di atas menujukan keadaan pegawai berdasarkan golongan di 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan paling banyak yakni golongan II 

diantaranya adalah pengatur muda a, pengatur muda tingkat Ib, pengatur c, dan 

pengatur tingkat 1d. 

 

 



96 
 

 

3.7.5 Keadaan Pejabat Fungsional Berdasarkan Nama Jabatan 

Keadaan pejabat fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten 

Kuningan berdasarkan nama jabatan dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.5 

1) Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) 

 
No. Uraian Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 

1. Pengawas Pemerintah Pertama 1  

2. Pengawas Pemerintah Muda 6  

3. Pengawas Pemerintah Madya 7  

Jumlah 14  

Sumber : Data Sub Bagian Umum, 2020 

Berdasarkan data di atas Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah 

(P2UPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan yakni pengawas pemerintah 

madya berjumlah 7 orang. 

Tabel 3.6 

2) Pejabat Fungsional Auditor 

 
No. Uraian Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 

1. Auditor Ahli Madya -  

2. Auditor Ahli Muda 9  

3. Auditor Ahli Pertama 12  

4. Auditor Terampil -  
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5. Auditor Penyelia 1  

6. Auditor Pelaksana Lanjutan -  

Jumlah 22  

Sumber : Data Sub Bagian Umum, 2020 

Dari data diatas menunjukan bahwaJabatan Fungsional Auditor Pertama di 

Inpktorat Daerah Kabupaten Kuningan berjumlah paling banyak yakni 12 orang 

dibandingkan dengan auditor-auditor yang lainnya. 

 

3.7.6 Keadaan Pegawai Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

Keaadaan pejabat fungsinal Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan 

berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.7 

Keadaan Pegawai Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

 
No Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 

1. Magister Administrasi Negara 3  

2. Magister Pendidikan 2  

3. Magister Teknik 1  

4. Magister Manajemen 2  

5. Sarjana Ekonomi 14  

6. Sarjana Teknik -  

7. Sarjana Hukum 3  

8. Sarjana Sospol -  
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9. Sarjana Pertanian 2  

10. Sarjana Administrasi Negara 3  

11 Sarjana Ilmu Pemerintahan 2  

12 Sarjana Pendidikan 1  

13 Sarjana Kesejahteraan Sosial 1  

14 Sarjana Komputer 1  

15 SLTA 1  

Jumlah 36  

Sumber : Data Sub Bagian Umum, 2020 

Berdasarkan data tabel diatas menunjukan bahwa Keadaan Pegawai 

Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Inspektorat Daerah Kabupaten 

Kuningan banyak lulusan dari latarbelakang Sarjana Ekonomi dilihat dari tabel 

tersebut Sarjana Ekonomi di Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan berjumlah 

14 orang.  
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3.7.7 Sarana  Dan  Prasarana  Yang  Ada  Pada Inspektorat 

Kabupaten Kuningan : 

Berdasarkan data dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan tabel 

dibawah ini adalah data sarana pra sarana di Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kuningan: 

 

Tabel 3.8 

Data Sarana Pra Sarana 

 
NAMA BARANG/ASET JUMLAH SATUAN NILAI 

TANAH 1500 M

2 

21.426.666 

Tanah 1500 M2 21.426.666 

PERALATAN DAN MESIN 455 unit/buah 2.082.076.563 

Alat-alat Angkutan 14 unit/buah 868.369.542 

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 3 unit/buah 4.530.000 

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 433 unit/buah 1.099.738.989 

Alat-alat Studio dan Komunikasi 4 unit/buah 13.440.000 

Alat-alat Laboratorium 1 unit/buah 12.000.000 

GEDUNG DAN BANGUNAN 3 unit/buah 1.821.756.000 

Bangunan Gedung 3 unit/buah 1.821.756.000 

ASET TETAP LAINNYA 149 Buah 36.158.000 

Buku Perpustakaan 149 Buah 36.158.000 

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan    

ASET LAIN-LAIN 205 Unit 201.876.432 
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Rusak Berat 199 Unit 201.156.432 

 

Ekstra kompotable 

6 Unit 720.000 

JUMLAH 2.725.815.949 

Sumber : Data Sub Bagian Umum, 2020 

Berdasarkan data diatas data sarana pra sarana yang ada di Inspektorat 

Daerah Kabupaten Kuningan yang mencakup berbagai barang/asset dari mulai 

tanah, bangunan gedung, peralatan dan mesin dan asset lainnya berada dalam 

kondisi baik yang mempunyai nilai yang besar, dan asset yang rusak berat juga 

sangat banyak unitnya sehingga nilai dari asset tersebut cukup besar kerugiannya. 


